PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1 / 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

bahwa telah dilakukan pembahasan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Panitia

Khusus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Bersama
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun
2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024
Nomor 53).



Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Panitia Khusus telah membahas hasil evaluasi yang berisi
rekomendasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor

10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,;

Pembahasan hasil evaluasi yang berisi rekomendasi sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU diantaranya;

a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
hanya dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi peraturan
perundang - undangan;

b. Kebijakan pengenaan opsen mulai berlaku pada tanggal 5
Januari 2025 dilakukan dengan tidak menambah beban
maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat
berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
agar memperhatikan adanya kebijakan fiskal pusat dan
daerah;

d. Pemerintah Kota Semarang segera melakukan Sosialisasi dan
Edukasi ke masyarakat sesuai dengan kewenangan Perangkat
Daerah masing-masing;

e. Optimalisasi pengawasan dalam penerapan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah melalui Monitoring dan Evaluasi secara berkala.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dengan telah berakhirnya pembahasan hasil evaluasi, maka
rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA, maka dapat disampaikan ke Gubenur untuk
mendapatkan nomor register sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Juni 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

el e L -l o o e

Wali Kota Semarang;

Pimpinan DPRD Kota Semarang;
Wakil Wali Kota Semarang;
Anggota DPRD Kota Semarang;
Sekretaris Daerah Kota Semarang;
Asisten Sekda Kota Semarang;
Inspektur Kota Semarang;

Kepala Badan se-Kota Semarang;
Kepala Dinas se-Kota Semarang;

10 Kepala Bagian Setda Kota Semarang.



